/ PESISIR SELATAN
YR v e

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGEN‘DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JI. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293

Email : dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

\

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/03 /Kpts/DPMDPPKB-PS—Set/2022

TENTANG

PERPANJANGAN TENAGA HONORER KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

Mengingat

©a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan

o 1.

tugas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan, diperlukan Perpanjangan Tenaga Honorer Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022:

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1956

Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten Dalam 1
Daerah  Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo U
Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Nega
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

tentang
1gkungan
Negara
ndang-

Undang—Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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14,

. Peraturan Menteri Dal

. Peraturan Daerah K

- Peraturan Dacrah Kabupate

Undang Undang Nomor 15 Tali 200 Fenibennnge P il gy,
Pengeloloan  dan Tanppung  dawalr 1o Ctrpeny g o
(Lembaran Nepgara Republike Tndoneato Toli, OO o Gy,
Tambahan  Lemboran Mepara Fepublile Tndone g
4400),

RIRTIIa

Undang-Undang Nomor 33 Talionn 200 Lenibong, Peviibmigring
Keuangan  Antara Pemerintalr Prsn | e Perer il
Dacrah (Lembaran Neparn Repablibe Indonesio Talin 2000

Nomor 120, Tambahan Lembarnn Nepra BRepohlibe o e sin
Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004, dentang
Pemerintahon Daerah (Lembaran Negora 2epiblile fdone s
Tahun 2014 Nomor 299, Tambahon Lembing o Fleginn
Republik Indonesia Nomor DOBT), sebnpabimana telale Al
dehpgan  Peraturan Pemerintaly Penpgant Undang Undanp
Nomor 2 ‘Tahun 2014 tentang Perubohoan Alny el

Undang Nomor 23 Tahun 20090 tentang Pemerintaling Daeynl)

(Lembaran Nepara Republile Tndonesin Talian 2014
246, Tambahan Lembarag
5589);

Fleiion
FNepgarac Republile Indonesin Moo

Peraturan Pemerintah Nomor S8 'ahan 2001, ety
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Nepara 2epublil
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, I'nibahan Lernlinrg
Negara Republik Indonesin Nomor 4157#);

]
Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahuan 2000 Aentinyy
Pedoman  Pembinaan dan Penpawasan Penyelenprig
Pemerintahan Daecraly (Lembaran Nepara Republile [hdanesn
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Mepiarg
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menter Dalam Neperi
tentang Pedoman Pengelolaan
scbagaimana (clah beberapa kali diubal terakhir denga
Peraturan Menteri Dalam  Neger Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedug Aas Peraturan Menteri Dalan
Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Penpeloliang,
Keuangan Daerah;

Nomor 13 Tuhu, 2001
Keuangan Dieral

am- Negeri Nomor 80

Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukuam Daer

ah,
abupaten Pesisir Selaf

an Nomor 9 il
2008 tentang Pokok Pokok Penpelol

aan Keuangan Dacial;
Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir S
2021 tentang Perubahan At
Tahun 2016 tentang
Dacrah;

alan Nomor Tahun
as Peraturan Dacralh Nomor 4

Pembentukan dan Susunan Perangplnt

n Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
Pendapatan  dan Belanjo Dacrah
an Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 157 Tahun 202
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Dacerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angparan 2022:

2021 tentang Anggaran
Kabupaten Pesisir Selat

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Perpanjangan Tenaga Honorer chiatap Penyediaan k.J’asa
Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pembefdaydan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggarax.q -2022,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan uraian tugas Pramu Kantor, Penjaga Kantor dan
Petugas Kebersihan Kantor sebagai berikut :

1. Membantu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan
umum Kantor;

2. Menyusun dan merapikan tumpukkan barang dan buku
yang ada diruangan;

3. Menyiapkan ruangan gedung dan lapangan untuk kegiatan
kedinasan;

4. Menyajikan makanan dan minuman untuk tamu kedinasan;

5. Menjaga peralatan, mebel dan barang yang ada dilingkungan
gedung;

6. Membuka dan menutup pintu ruangan gedung sesuai
ketentuan;

7. Mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang
diperlukan kantor;

8. Memelihara dan merawat tanaman yang ada disekitar
gedung;

9. Membersihkan ruangan dan peralatan yang ada disekitar
gedung;

10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

S.ega]a biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dlbcbagkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisi
Tahun Anggaran 2022, paten Pesisir Selatan
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KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022
sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 3 Januari 2022

~,. KEPALADINAS,

¢ ZULKIFLI,'S Sos.
NIP. 19690218-199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

L
2
3.

4.
=

Kepala Badan Kepegawaian d

an Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Pesisir Selatan di Painan;
Yang Bersangkutan;

Arsip.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/03 /Kpts/ DPMDPPKB-PS-Set/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG

PERPANJANGAN TENAGA HONORER KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

J Tempat,
No. | Nama Pendidikan Tugas
; Tanggal Lahir
|
f : Painan, Sarjana B
1. | Wanda Elfia Ningsih, S.E. 31 Pramu Kantor
| 20-11-1989 (S1)
: Pasar Baru, i
2 | Wiwit Setria, S.E. Sarjana Pramu Kantor
| 2-9-1987 (S1)
i Painan, .
3. | Silfia Veva Sari, S.Korn. Saljana Pramu Kantor
17-9-1989 (S1)
Tanah Kareh, :
4. | Risma, S.P. Sarjana Pramu Kantor
| 4-5-1984 (S1) |
_ ) _ , Kambang, :
5. | Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T. Sarsj?na Pramu KantorW
25-5-1997 (ST) |
Painan, Sekolah
6. | Ali Zarman Megfngah Penjaga
14-6- as Kantor
1987 (SMA] !
. ‘ Painan, MSekolaZh Petugas
7. | Nofriandi cneng Kebersihan
8-11-1990 atas Kant
(SMA).__ antor

/' KEPALA DINAS,

 ZULKIFLL 8 Sos.
NIP. 196902181199303 1 003
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